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PERKEMBANGAN UTANG INDONESIA 
 

Utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan sebagai salah satu bentuk 

pembiayaan ketika APBN mengalami defisit dan untuk membayar kembali utang yang jatuh 

tempo (debt refinancing).  

 

Kenaikan jumlah nominal utang pemerintah berasal dari: 

1. Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup 

besar 

2. Dampak krisis ekonomi tahun 19971998: 

- Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; dan 

- BLBI dan rekapitulasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery 

digunakan untukAPBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap. 

3. Pembiayaan defisit APBN. 

 

Tujuan dari utang antara lain: 

1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk pembiayaan kembali utang jatuh tempo, 

dengan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali. 

2. Mendukung pengembangan pasar SBN domestic untuk mendukung terciptanya pasar 

SBN yang dalam, aktif, dan likuid yang berdampak pada peningkatan efisiensi 

pengelolaan utang dalam jangka panjang. 

3. Meningkatkan akuntabilitas public sebagai bagian dari pengelolaan utang pemerintah 

yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

Kebijakan pengelolaan utang diantaranya: 

1. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman. 

2. Mengupayakan peningkatan efisiensi biaya utang dalam jangka panjang untuk 

mendukung kesinambungan fiscal. 

3. Mengoptimalkan bauran mata uang (currency mix) dalam penerbitan SBN dengan 

mengutamakan penerbitan dalam maa uang Rupiah, sedangkan penerbitan SBN valas 

dilakukan sebagai komplementer. 

4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan 

melakukan pendalaman pasar SBN domestik 

5. Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif antara lain melalui cash buyback 

dan debt switch untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar serta implementasi 

Asset Liability Management (ALM) dalam upaya untuk menjaga keseimbangan makro. 

6. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui 

pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan sukuk yang berbasis proyek dengan 

tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dalam jangka 

menengah. 

7. MEngoptimalkan penggunaan pinjaman sebagai alternative instrument pembiayaan. 
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Landasan Hukum Pengelolaan Utang 

 

Ketentuan Perundang-undangan: 

 Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara; 

 Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara; 

 Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

 Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara; 

 Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; 

 Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit 

APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

 Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan 

Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah; 

 Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri 

dan Penerimaan Hibah;dan 

 Peraturan Presiden No 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan 

Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada 

BUMN. 

 

Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: 

 Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan 

DPR; 

 Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI 

dalam perencanaan dan pengelolaan utang; 

 Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal;dan  

 Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. 
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Tabel.1 Perkembangan Utang Dalam APBN 2012-2017 (dalam Triliun Rupiah) 

 
Keterangan: 

o Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN/P) DJA 

o Untuk Tahun 2012-2016 terdapat reklasifikasi pengelompokan Penerusan Pinjaman 

dari pembiayaan utang menjadi pembiayaan non utang 

 

Pembiayaan melalui utang meningkat cukup tinggi di tahun 2015 sebesar 48,94 persen. 

Sedangkan di  tahun 2016, peningkatan pembiayaan melalui utang menurun persentasenya 

yaitu hanya sebesar 5,80 persen. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan 

pembiayaan defisit melalui utang sebesar 4,55 persen. 

 

Keseimbangan primer tertinggi selama 6 tahun terakhir terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 

142,49 triliun Rupiah. Keseimbangan primer merupakan penerimaan Negara dikurangi 

belanja, diluar pembayaran bunga utang. Kondisi ini mencerminkan penerimaan Negara 

sudah tidak mampu membiayai belanja Negara. 
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Tabel.2 Perkembangan Cashflow Pembiayaan 2012-2017  

(dalam miliar Rupiah) 

 
Keterangan: 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) DJBn, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN/P) DJA 

Untuk Tahun 2012-2016 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dari 

Pembiayaan utang menjadi pembiayaan non utang 

 

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan pembayaran utang pada APBN tahun 

2017dibandingkan tahun 2016, baik yang jatuh tempo dan buyback Surat Berharga Negara 

maupun pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri masing-masing sebesar 22,28 

persen serta 5,30 persen. Hanya pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri pada 

tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 257,95 persen. 

 

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 

23,53 persen dibandingkan tahun 2016. Pinjaman Dalam Negeri pada tahun 2017 juga 

mengalami peningkatan sebesar 41,35 persen. 
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Grafik.1 Perkembangan SBN (Neto), Pinjaman DN & LN (neto) 2012-2017  

(% thd PDB) (triliun Rupiah) 

 
Sumber: 

*) LKPP (DJBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu) 

**) untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi  pengelompokkan Penerusan PInjaman 

dari Pembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang. 

 

Sejak tahun 2005, SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN. Kenaikan SBN 

periode2011-2016, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan 

refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms dan kondisi yang lebih 

baik. 

 

Pembiayaan melalui SBN tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp407 triliun. 

Sedangkan rasio defisit APBN terhadap PDB mengalami penurunan sejak tahun 2016. 

Sedangkan nilai surplus (defisit) konstan meningkat sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. 
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Tabel.3 Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan 2012-2017 

(dalam triliun Rupiah) 

 
Sumber/catatan: 

*) Angka sementara 

-) APBN (DJA-Kemenkeu) 

 

Pinjaman program tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp55,08 triliun selama 6 

tahun terakhir. Sumber pinjaman program terbesar berasal dari World Bank. Sedangkan 

untuk pinjaman proyek terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp34,99 triliun. Pinjaman 

dalam negeri juga tertinggi di tahun 2017 sebesar Rp2,50 triliun. 
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Grafik.2 Perkembangan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011-2016 

 
Keterangan: 

-Angka LKPP-sumber DJPBN 

 

Penarikan pinjaman LN bruto tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp83,82 triliun. 

Pada tahun 2015 juga terjadi pembiayaan pinjaman LN, neto tertinggi sebesar Rp15,25 

triliun. 
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Tabel.4 Posisi Utang Pemerintah Pusat Periode 2012-2017 

 
Catatan: 

  Termasuk semi commercial  #) Angka LKPP audited 

**    Beberapa termasuk semi concessional ##) Termasuk SUN Valas Domestik 

***  Seluruhnya termasuk commercial        ###) Tidak Termasuk accrued  interest sebesar 

Rp49,6 triliun 

 

Terjadi pergeseran pembiayaan dari pinjaman menjadi Surat Berharga Negara(SBN), yaitu 

sebesar 80,6 persen dari total utang Pemerintah Pusat. Pembiayaan melalui SBN tertinggi 

terjadi di tahun 2017, yaitu berdasarkan realisasi per Juli 2017 telah mencapai angka 

Rp3.045 triliun. SBN dengan denominasi Rupiah saat ini masih mendominasi jumlahnya 

yaitu sebesar 58,4 persen. 
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Tabel.5 Posisi Surat Berharga Negara 2012-2017 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

SBN yang dapat diperdagangkan mendominasi pasar SBN di Indonesia dibandingkan 

dengan SBN tidak dapat diperdagangkan. SBN yang dapat diperdagangkan mencetak 

penjualan tertinggi pada 31 Juli 2017 sebesar Rp2.809.802 triliun. SBN yang dapat 

diperdagangkan berdenominasi Rupiah lebih tinggi jumlahnya dibandingkan yang 

berdenominasi valuta asing. Peningkatan perdagangan SBN yang dapat diperdagangkan 

terjadi cukup signifikan sejak Bulan Desember 2012 hingga saat ini.  

 

Sedangkan SBN yang tidak dapat diperdagangkan mencetak nilai transaksi tertinggi terjadi 

pada Bulan Desember 2015 yaitu sebesar Rp289.248 triliun. SBN yang tidak dapat 

diperdagangkan tertinggi jumlahnya dalam bentuk Surat Utang kepada Bank Indonesia, 

namun nilainya sejak Desember 2012 mengalami penurunan hingga saat ini. 
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Grafik. 3 Posisi Pinjaman Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur 2012-2017 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Pinjaman luar negeri dari multilateral (World Bank, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan 

alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang. Oleh karena itu 

Jepang lebih mendominasi sebagai kreditur terbesar bagi Indonesia.  

 

Pada tahun 2012 hingga saat ini, jumlah pinjaman dari Jepang mengalami trend menurun. 

Kreditur terbesar adalah Bank dunia, hal ini terjadi sejak tahun 2016 hingga saat ini. 
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Tabel.6 Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi 2012-2017 

(miliar Rupiah) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia 

 

Sektor jasa-jasa melakukan pinjaman lebih besar dari sektor lainnya. Alokasi pinjaman 

terhadap sektor jasa-jasa tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp243.825 miliar. 

 

Sektor yang mendapat alokasi pinjaman dengan tren meningkat pada tahun 2017 yaitu 

sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor 

pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, serta jasa keuangan.  

 

Sedangkan sektor yang mengalami penurunan melakukan pinjaman sejak tahun 2012 

hingga saat ini adalah perdagangan, hotel dan restoran. 
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Grafik.4 Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa  

Mata Uang Utama 2012-2017 

 
Catatan: 

*) Data per tanggal 31 Juli 2017, #) Angka LKPP audited 

Posisi utang pemerintah masih didominasi utang dengan denominasi IDR yang semakin 

meningkat jumlah di tahun 2017 menjadi 59 persen. Utang Pemerintah Pusat dalam 

denominasi USD mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 2 persen dibandingkan 

tahun 2016. Sedangkan SDR sejak tahun 2014 mengalami stagnan nilainya hingga 

tahun2017 sebesar 1 persen. 


